
tentang
Republik

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); .

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital
By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya .
perkembangan peraturan perundang-undangan, maka
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu disesuaikan;

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan
keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah dan sesuai ketentuan
Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa
Tengah;

Menimbang

GUBERNURJAWATENGAH,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURJAWATENGAHNOMOR6
TAHUN2016 TENTANGPERATURANINTERNALRUMAHSAKIT(HOSPITALBY

LAWS) PADARUMAHSAKITUMUMDAERAHDr. MOEWARDI
PROVINSIJAWATENGAH

TENTANG

PERATYRANGUBERNURJAWATENGAH

NOMOR 59 TAHUN 2017

GUBERNURJAWATENGAH



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607 ;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor
5065);



13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 70);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006
ten tang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang
Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola,
Dewan Pengawas dan Pegawai BLU;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/PER/
IV/2011 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Derah;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/
PER/IV /2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di
Rumah Sakit;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/
PER/VIII / 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2014);

23. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 93);



2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah, diubah sebagai
berikut:

Pasal I

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 6
TAHUN 2016 TENTANG PERATURANINTERNAL RUMAH
SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) PADARUMAHSAKITUMUM
DAERAHDr.MOEWARDIPROVINSIJAWATENGAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor 89);

25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2010
tentang Remunerasi Pada Pola Pengelola Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah 2010 Nomor 96);

26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013
tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Provinsi Jawa Tengah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 Nomor 52);

27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non
PNS Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 55);



12. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas
adalah KepalaDinas Kesehatan ProvinsiJawa Tengah.

13. Direksi adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertugas dalam
pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan Wakil
Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Direktur adalah pimpinan tertinggiRSUDDr. Moewardi,yang secara
teknis medis bertanggung jawab/berkoordinasi kepada Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan secara operasional
bertanggung jawab kepada Gubernur.

11. Dinas adalah Dinas Kesehatan ProvinsiJawa Tengah.

10. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas
diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Direktur, Wakil
Direktur Umum, Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur
Keuangan, Kepala Bagian, KepalaBidang, Kepala Sub Bagian, dan
KepalaSeksi.

8. Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) adalah peraturan
organisasi Rumah Sakit (corporatebylaws) dan peraturan staf medis
Rumah Sakit (medical staff bylaws) yang disusun dalam rangka
penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik (good corporate
governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical
governance).

9. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang
melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal
yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsure
masyarakat.

7. Pemilik RSUD Dr. Moewardi yang selanjutnya disebut pemilik
adalah Pemerintah Daerah.

3. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.

4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.

5. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang
dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya
penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan
pelayanan rujukan.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi yang selanjutnya disebut
RSUD Dr. Moewardi adalah RSUD Dr. Moewardi Kelas A yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian
kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan
dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan
kemampuannya.



24. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang
disingkat PPK-BLUDadalah pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan utuk menerapkan
praktik-praktik bisnis yag sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaankeuangan negara pada umumnya.

23. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang danIatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensidan produktivitas.

22. PegawaiBadan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tidak Tetap adalah
pegawai RSUDDr. Moewardiyang diangkat dengan sistem kontrak,
yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja
untuk jangka waktu tertentu dan dibiayai menggunakan anggaran
BLUDRSUDDr. Moewardi.

21. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang
bertugas melaksanakan administrasi perkantoran dari/ atau
pelayanan guna menunjang kegiatan pelayanan di RSUD Dr.
Moewardi.

20. Unit pelayanan adalah unit kerja non struktural yang
menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSUDDr. Moewardi,
meliputi pelayanan rawat jalan 7 rawat inap, gawat darurat, rawat
intensif, kamar operasi, rehabilitasi medis, radioterapi, radio
diagnostik, laboratorium, dan pelayanan penunjang lainnya.

19. TenagaKesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.

18. Komiteadalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan
tugas tertentu.

15. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Dr. Moewardi yang
secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.

16. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah
wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pengawasan
dan pemeriksaan internal RSUDDr. Moewardi.

17. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut
SPIP7 adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.



(6) Visi dan Misi ditetapkan oleh Direktur, dievaluasi secara berkala oleh
Direksidan DewanPengawas.

(7) Visidan Misidiumumkan kepada publik oleh pejabat yang ditunjuk.

a. ketulusan;
b_ kepedulian;
c. kerendahan hati;
d. keakraban;
e. sportifitas;
f. keterbukaan;
g. kejujuran;
h. kerja keras;
1. kebersamaan; dan
j. tanggung jawab.

(1) Falsafah RSUD Dr. Moewardi adalah rumah sakit yang memberikan
pelayanan kesehatan dengan mutu yang setinggi-tingginya dan
melaksanakan fungsi pendidikan kesehatan di rumah sakit dengan
sebaik-baiknya yang diabdikan bagi kepentingan derajat kesehatan
masyarakat.

(2) Visi RSUDDr. Moewardi "Rumah Sakit Terkemuka Berkelas Dunia".

(3) Misi RSUD Dr. Moewardi :

a. menyediakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan
sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat dan
profesionalisme manajemen pelayanan;

b. menyediakan wahana pendidikan dan penelitian kesehatan yang
unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan.

(4) Tujuan Strategis RSUD Dr. Moewardi :

a. kemandirian finansial rumah sakit;

b. kepuasan pelanggan;

c. proses pelayanan yang prima;

d. sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi dan kompeten.

(5) Nilai-nilai dasar RSUD Dr. Moewardi :

Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan pada:

Bagian Ketiga
Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Dan Nilai-Nilai Dasar

RSUD Dr. Moewardi
Pasal5

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, ditarnbahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (6), ayat
(7) dan ayat (8), sehingga keseluruhan Pasal5 berbunyi sebagai berikut:



(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
pada Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

(1) Dewan Pengawas merpakan unit nonstructural yang bersifat
independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik
Rumah Sakit.

Pasal 14

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, judul pada Bagian Ketiga diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.

e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan
Rumah Sakit; dan

d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota
direksi atau komisaris dewan pengawas yang dinyatakan bersalah
sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;

a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang
berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan waktu
yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

Untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota
Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

Pasal13

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f diubah dan
huruf g di hapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:

3. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

(8) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan
surat penunjukan oleh Direktur.



(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai
wewenang:
a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja

dan keuangan Rumah Sakit dari Kepala/ Direktur Rumah Sakit;

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)kepada pemilikRumah Sakit paling sedikit 1
(satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan
pemilikRumah Sakit.

(2) DewanPengawasyang dibentuk pada Rumah Sakit yang menerapkan
PPKBLU/BLUD, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajibanRumah Sakit; dan

g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika
profesi, dan peraturan perundang-undangan;

e. mengawasidan menjaga hak dan kewajiban pasien;

d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

b. menyetujui dan mengawasipelaksanaan rencana strategis;

a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

(1) Dalammelaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
DewanPengawasbertugas:

Pasal16

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut:

(2) Keputusan DewanPengawasbersifat kolektifkolegial.

(1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body Rumah Sakit
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis
perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit.

Pasal15

ayat, sehingga6. Ketentuan Pasal 15 diubah, ditambahkan 1 (satu)
keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:



c. Menyetujui rencana tahunan dan pengalokasian sumber daya rumah sakit
bersama dewan pengawas.

b. merumuskan kebijakan teknis dalam rangka upaya penyembuhan,
pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi kesehatan, penelitian
dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

a. memimpin, menetapkan kebijakan dan prosedur, membina,
mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian
terhadap pelaksanaan tugas rumah sakit.

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a mempunyai
tugas sebagai berikut:

Pasal31

Bagian Kedua
Tugas PokokDirektur

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi
sebagai berikut:

perbaikan terhadap pengelolaanmemberikan rekomendasi
Rumah Sakit.

f.

e. berkoordinasi dengan Kepala/Direktur Rumah Sakit dalam
menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws)
atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance), untuk
ditetapkan oleh pemilik;dan

d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstructural di
Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit
(hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate
governance);

b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan
Kepala/Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut;

c. meminta penjelasan dari Direksi danl atau pejabat manajemen
lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit
dengan sepengetahuan Kepala/ Direktur Rumah Sakit sesuai
dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau
Dokumen PolaTata Kelola(corporategovernance);



Pasal II 
 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Provinsi  Jawa 
Tengah. 

 
 
 
Ditetapkan di Semarang 
 pada tanggal 12 Oktober 2017 

GUBERNUR JAWA TENGAH,     

ttd 
 

GANJAR PRANOWO 
 
 
 

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 12 Oktober 2017 

 
 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH, 

 
ttd 

 
 

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 59 
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